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RINGKASAN

Tansportasi Indonesia khususnya pada angkutan kereta api sangat menarik untuk
diteliti. Kecelakaan kereta api yang terus menerus terjadi membuat masyarakat bertanya,
ada apa dengan PT. Kereta Api (Persero) selaku satu-satunya penyedia layanan jasa
kereta api di Indonesia, sebab dengan pemberian fasilitas yang begitu besar dalam
mengelola operasional kereta api ternyata keselamatan penumpang kurang diperhatikan.
Berbagai penyebab kecelakaan telah dijelaskan oleh PT.Kereta Api (persero) yang secara
umum dibagi menjadi dua yaitu : Human error (kesalahan manusia) dan Technical error
(kesalahan mekanik).

Permasalahan yang akan dibahas adalah tanggung jawab dari PT. Kereta Api
(Persero) atas kecelakaan kereta api dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen
kepada PT. Kereta Api (Persero).

Tujuan penyusunan skripsi ini secara umum adalah untuk mencapai gelar sarjana
hukum dan secara khusus untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang
tanggung jawab dari PT. Kereta Api (Persero) dan upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh konsumen atas terjadinya kecelakaan kereta api tersebut.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan yuridis
empiris dengan mengacu pada sumber data primer dan data sekunder.

Dari kecelakaan kereta api tersebut maka yang paling dirugikan adalah konsumen
khususnya korban kecelakaan kereta api tersebut, dan karenanya PT. Kereta Api
(Persero) dapat dinyatakan wanprestasi, sehingga harus bertanggung jawab, dalam
pelaksanakannya pemberian tanggung jawab itu berupa pemberian ganti rugi kepada
konsumen (korban atau ahli warisnya) melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh
PT. Kereta Api (Persero) melalui Konsorsium yang terdiri dari PT. Jasa Raharja
(PERSERO) dan PT. Jasa Raharja Putera.

Konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat menggunakan haknya untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok (class

action) maupun melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat..
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan masyarakat Indonesia sangat memerlukan
sarana perhubungan yang baik mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang
terdiri dari banyak pulau. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sebagai
pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam
pembangunan bangsa dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh
sektor dan wilayah, memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan
kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini
terbukti pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi penumpang
serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri.

Salah satu penyedia layanan jasa angkutan di darat adalah PT. Kereta Api
(Persero) khususnya angkutan kereta api yang mempunyai peranan yang sangat besar
dalam menunjang lancarnya mobilitas masyarakat Indonesia, dari daerah satu ke
daerah yang lain, juga turut serta mendukung pembangunan transportasi yang handal.
Hal ini sesuai dengan TAP MPR No. I/MPR/1993 tentang GBHN BAB IV/Ekonomi
butir 5 huruf (a), bidang transpotasi disebutkan:

Pembangunan tansportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan
ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam diarahkan pada terwujudnya
sistem tansportasi yang handal, kemampuan tinggi dan diselenggarakan secara
terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan
sekaligus menggerakkan dinamika perekonomian, mendukung pola distribusi
nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan
internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam angka perwujudan wawasan nusantara.

Keterangan dalam huruf (f) berbunyi :

Pembangunan pekereta apian yang memiliki potensi dan peluang besar dalam
sistem transportasi massal dan menyangkut muatan yang berat dalam jumlah
yang besar terus ditingkatkan secara optimal dan dimodernisasikan dengan
memanfaatkan tekhnologi yang lebih canggih dengan jalur jalan kereta api
yang tepat dengan kemungkinan perluasannya terutama jalur ganda pada
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lintas padat. Penyempurnaan manajemen dan mutu pelayanan makin

ditingkatkan agar kereta api dapat diandalkan sebagai tansportasi massal yang

ekonomis dan aman.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut PT. Kereta Api (Persero) mempunyai
fungsi, yaitu :

1. Melaksanakan angkutan umum diatas rel kereta api secara massal, tertib dan

2. ﬁﬁzlgsanakan penyelenggaraan jasa-jasa pelengkap yang menunjang tugas

3. i::r?ll;érsiapkan penyajian yang wajar dan sesuai dengan ekonomi perusahaan
tenpa meninggalkan fungsi pelayanan umum ;

4. Melaksanakan peningkatan daya guna dan hasil guna aparaturnya ;

5. Melaksanakan pengamanan tekhnis atas pelaksanaan tugas (Adji dkk, 1991:145).

PT. Kereta Api (Persero) adalah satu-satunya penyedia layanan jasa angkutan
kereta api di Indonesia yang seluruh basis dan peralatan-peralatan operasinya dimiliki,
dipelihara dan dioperasikan sendiri oleh perusahaan yang kesemuanya harus dibiayai
dan kemudian menjadi modal tetap dari PT. Kereta Api (Persero, hal ini sesuai
dengan pasal 4 UU No.13 Tahun 1992 tentang perkerta apian yaitu “ Perkereta apian
dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah”™.

Sifat yang monopolistis sebagai satu-satunya penyedia layanan jasa angkutan
kereta api, dapat mengakibatkan kedudukan PT. Kereta Api (Persero) selaku pelaku
usaha dan penumpang selaku konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen berada
pada posisi yang lemah, hal ini karena suka tidak suka jika mau naik kereta api maka
harus menggunakan jasa angkutan yang ada dan satu-satunya penyedia layanan jasa
angkutan kereta api itu hanya dari PT. Kereta Api (Persero), dengan demikian
konsumen hanya menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang
sebesar-besarnya.

Kondisi ini semakin diperparah karena PT. Kereta Api (Persero) ternyata
belum mampu melakukan kegiatan operasionalnya secara tekhnis dengan
memberikan jaminan keamanan bagi konsumen dalam menggunakan jasa layanan

tersebut, hal ini terbukti makin seringnya terjadi kecelakaan kereta api.
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Terjadinya kecelakaan kereta api merupakan suatu hal yang paling
dikhawatirkan dalam pengoperasian kereta api, dan ini harus diketahui penyebab,
kerugian yang ditimbulkan serta bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero)
terhadap konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen kepada PT.
Kereta Api (Persero) sebab kedua belah pihak telah terikat dalam suatu pejanjian
pengangkutan yang tentunya menimbulkan suatu hak dan kewajiban serta akibat-
akibat hukum lainnya.

Hal tersebut tidak disadari oleh konsumen karena masih rendahnya
pendidikan konsumen, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui
pembinaan dan pendidikan konsumen dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat melindungi
kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif yang dapat diterapkan
secara efektif di masyarakat, dimaksudkan tidak untuk mematikan pelaku usaha,
tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha
yang sehat yang mendorong kepada PT Kereta Api (Persero) melalui penyediaan
barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan tetap mengacu pada filosofi
pembangunan nasional temasuk pembangunan hukum vyang memberikan
perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka timbul keinginan penyusun untuk
membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS

KECELAKAAN KERETA API DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH
OPERASI IX JEMBER.

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan dengan membatasi ruang lingkup
pembahasan pada bidang perdata khususnya bidang hukum perlindungan konsumen
yang berkaitan dengan hukum pengangkutan mengenai tanggung jawab PT. Kereta
Api (Persero) dan upaya hukum yang dapat dilakukan kepada PT. Kereta Api
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(Persero) atas terjadinya kecelakaan kereta api di PT. Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi IX Jember.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup tersebut diatas, maka penyusun
merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api (persero) atas kecelakaan kereta api
kepada konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen kepada PT.
Kereta Api (Persero) atas terjadinya kecelakaan kereta api tersebut ?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini ada dua yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang
bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar
Sajana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu yang
telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat;

3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi yang berminat
pada permasalahan skripsi ini.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api

(Persero) terhadap konsumen atas terjadinya kecelakaan kereta api;
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2. Untuk memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen kepada PT.
Kereta Api (Persero) atas terjadinya kecelakaan kereta api.

1.5 Metode Penulisan

Metode Penulisan merupakan faktor penting dalam penyusunan karya ilmiah
dan digunakan sebagai cara untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memenuhi
validitas kebenaran suatu karya ilmiah.
1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif
dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum yang relevan untuk
digunakan sebagai dasar dalam pembahasan permasalahan, sedangkan pendekatan
yuridis empiris dilakukan dengan pengamatan dan penelitian di lapangan untuk
mendapatkan data dan keterangan sebagai bahan kajian dari segi praktis dari pihak
terkait dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi [X Jember.
1.5.2 Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:
a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari
lapangan yang berupa hasil wawancara dan konsultasi dengan pihak PT. Kereta Api
(Persero) Daerah Operasi IX Jember.
b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan
mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya tulis

ilmiah, literatur, artikel yang berkaitan dengan materi dan permasalahan skripsi ini.
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk skripsi adalah :
a. Studi lapangan

Pengumpulan data dalam studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan
wawancara. Wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan dapat dijadikan acuan dengan
tetap berlandaskan pada tujuan penulisan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh
informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai sehingga menjadikan
sebagai suatu proses interaksi dan komunikasai.(Ronny Hanitijo Soemitro,1990:57)

Wawancara tersebut diatas dilakukan dengan perwakilan dalam hal ini
dengan Humas yaitu Bapak Soetoyo dari PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX
Jember dengan melakukan tanya jawab mengenai hal yang berkaitan dengan materi
dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
b. Studi literatur

Studi literatur adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkaji
peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan artikel yang
berkaitan dengan materi dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
1.5.4 Analisa Data

Data yang telah diperoleh, selanjutnya disusun secara sistematis untuk
kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,
yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atas suatu permasalahan yang tidak
didasarkan pada angka-angka melainkan dikaji menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bahan-bahan hukum. Proses selanjutnya adalah menarik
suatu kesimpulan digunakan metode berpikir yang menyimpulkan dari suatu
pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Ronny

Hanitijo Soemitro, 1990:139).
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Berdasarkan hasil pembahasan diharapkan dapat memperoleh gambaran
secara jelas mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yang

pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pelengkap dalam penyusunan skripsi ini.
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IL FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sejarah perkereta apian Indonesia memang unik, sebagai angkutan massal
yang murah, kereta api benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Dulu kita
berasumsi bahwa naik kereta api adalah yang paling aman, sekarang rasa aman itu
makin menjauh dari dunia perkereta apian Indonesia. Hal ini terbukti dengan makin
beruntunnya musibah akhir-akhir ini, sudah sulit kita menghitung berapa kali
kecelakaan kereta api yang terjadi, berapa jumlah korban akibat peristiwa tersebut.
Namun setidaknya dalam tahun 2001 telah terjadi 10 kali kecelakaan kereta api,
termasuk di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember yaitu kecelakaan
kereta api Rengganis pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2001.

Sekitar pukul 07.10 WIB pagi di desa Ledok Ombo, kecamatan Ledok Ombo,
Jember, rangkaian kereta api Rengganis dengan nomor KA. 262 BW-MI K3 64606,
kereta api Rengganis dengan masinis Mawardi dan pembantu masinis Imam
mengemudikan lokomotif nomor 30118 berangkat dari stasiun Ketapang
(Banyuwangi) sekitar pukul 05.30 WIB setelah kurang lebih 1000 meter melewati 3
kilometer dari stasiun Ledok Ombo, kereta api terlempar keluar rel dan rangkaian
gerbong paling belakang lepas, kemudian anjlok lalu terseret jatuh dan terguling di
sawah. Kecelakaan kereta api tersebut mengakibatkan korban 45 orang penumpang
mengalami luka-luka kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat
perawatan dan santunan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari
tanggung jawab yang telah diberikan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi
[X Jember ada bebarapa korban yang kurang puas atas tanggung jawab tersebut.
Penyebab kecelakaan berdasarkan investigasi sementara dari PT. Kereta Api
(Persero) adalah kelalaian masinis dalam menjalankan kereta api yaitu dengan
kecepatan melebihi dari apa yang telah ditentukan (wanwancara dengan Humas PT.

Kereta Api (Persero) tanggal 4 Maret 2002).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.2 Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang melandasi materi dalam skripsi ini adalah :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a. Pasal 1239

“ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan
penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan
bunga”.

b. Pasal 1313

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih
c. Pasal 1320
“ Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

=) =

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Suatu hal tertentu

(IS

4. Suatu sebab yang halal. *
d. Pasal 1338

“ Semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya ;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu ;

Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

e. Pasal 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang kerena salahnya menerbitkan kerugian
itu, mengganti kerugian tersebut”.

f. Pasal 1367 ayat 3

Ayat 3 “ Bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain
untuk mewakili mereka dalam pelaksanaan urusan-urusan mereka
bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau
bawahan mereka dalam pelaksanaan tugas masing-masing”.
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2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
a. Pasal 19 ayat (1),(2)

ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah dengan
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan

ayat (2) disebutkan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan keselamatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Pasal 45 ayat (1)

Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen
dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum.

c. pasal 46 Ayat (1) huruf (a), (b), (¢)

(a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan

(b) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama

(c) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang
dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya.

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian
4 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam penjelasan umum UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen menyatakan bahwa setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi

tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11

menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan yang
universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada
konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman.

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan
hukum yang sifatnya universal juga, mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada
umumnya jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif kuat, maka
perlindungan konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa
sangat penting.

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang
perlindungan konsumen pada dasarnya karena konsumen pada umumnya berada pada
posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara
ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan daya saing atau daya tawar.
Kedudukan konsumen ini baik yang bersaing dalam suatu organisasi apalagi yang
secara individu tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha dan
dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan konsumen , maka
dibutuhkan piranti hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, (Nasution,
1995 :65).

Berlakunya UU No. 8 Tahun 1999, hal ini berarti semakin terjamin dan
terlindunginya hak-hak konsumen. Hal ini merupakan regulasi yang memberikan
perlindungan kepada konsumen terutama dalam kaitannya dengan suatu produk
barang dan/atau jasa bahkan secara tegas dinyatakan perlindungan konsumen
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri.. Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 diharapkan
dapat memberi penghargaan dan pengaturan yang jelas terhadap konsumen sehingga
mempunyai kedudukan setara dengan pelaku usaha.

Dalam pasal 2 menyatakan bahwa

perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan
keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
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Kemudian pada pasal 3 menyatakan

bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, keschatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

Bahwa hukum perlindungan konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah
yang bersifat mengatur dan juga melindungi kepentingan konsumen, kemudian
hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan
penggunaan produksi konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan
bermasyarakat, Nasution, 1999 : 23)

Masalah perlindungan konsumen bukan hanya menjadi masalah pemerintah
saja, namun perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab secara bersama-sama
antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat disini termasuk juga lembaga atau
yayasan yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat untuk kepentingan

perlindungan konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1

angka 1

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.

Angka 9

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-
Pemerintah yang terdaftar dan diakui Pemerintah yang mempunyai kegiatan
menangani perlindungan konsumen.
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Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini
diatur dalam pasal 44 UU No. 8 tahun 1999 yaitu ;

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat
(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan
untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen
{3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen

Berdasarkan ketetentuan diatas tampak jelas bahwa perspektif pemberian
perlindungan hukum terhadap konsumen dikembangkan tidak saja atas dasar hak-hak
konsumen tetapi juga tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa
yang dihasilkannya, ini artinya piranti hukum yang melindungi konsumen tidak untuk
mematikan para pelaku usaha, tetapi agar supaya kedudukan konsumen menjadi
seimbang.

Perlindungan konsumen tersebut diwujudkan kedalam suatu hubungan
berbagai sisi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan
antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, ini dilakukan dengan menciptakan
sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan terhadap akses-
akses informasi serta menjamin kepastian hukum, memadukan penyelenggaraan dan
pengembangan serta pengaturan perlindungan kepentingan konsumen pada
khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan
kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.
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2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
Timbulnya hak dan kewajiban adalah berawal dari adanya hubungan
perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha.

Dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang telah
dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-
undang diantara mereka, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau
dibatalkan oleh salah satu pihak saja kecuali jika memang dengan dikehendaki secara
bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang cukup oleh undang-
undang

Artinya selama terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai harga yang harus
dibayar oleh konsumen dan barang dan/atau jasa yang wajib disediakan oleh pelaku
usaha, maka perjanjian telah mengikat baik untuk konsumen maupun untuk pelaku
usaha.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah sah apabila
telah memenuhi syarat-syarat :
1. dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak

2. dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam melakukan perbuatan
hukum

3. memiliki obyek perjanjian yang jelas
4. didasarkan pada suatu klausula yang halal

Menurut Abdul Kadir Muhammad (1994: 21) perjanjian pengangkutan adalah :

Persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu
dengan selamat dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar

biaya pengangkutan.

Di perjanjian pengangkutan dengan angkutan kereta api, sejak adanya antrean
penumpang yang membeli karcis kereta api, maka secara diam-diam penumpang
telah menerima penawaran dari perusahaan kereta api, maka terjadilah persetujuan
kehendak dan saat itulah lahir sebuah perjanjian pengangkutan (Adji dkk 1991:195),
kemudian jika terjadi kecelakaan kereta api maka konsumen dapat meminta ganti rugi

kepada pelaku usaha yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
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Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penumpang
adalah orang yang naik, dalam hal pengertian penumpang kereta api berarti orang
yang menumpang atau orang yang naik kereta api.

Menurut UU No. 13 Tahun 1992 pasal 1 angka 9 disebutkan tentang pengguna jasa
adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta
api baik untuk angkutan orang maupun barang.

Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Artinya penumpang kereta api merupakan konsumen dari pelayanan jasa
berdasarkan suatu perjanjian pengangkutan, yang menurut hukum penumpang kereta
api tersebut merupakan konsumen dan mendapatkan perlindungan hukum baik
mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian pengangkutan itu
sendiri

Pengertian pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen menyatakan :

pasal 1 angka 3 adalah bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Kemudian dalam PP No. 81 Tahun 1998 tentanglalu lintas angkutan kereta api

menyatakan :

pasal 1 angka 2 menyatakan badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara
yang melaksanakan penyelenggaraan kereta api yang dalam hal ini adalah PT. Kereta
Api (Persero) dan secara hukum juga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan
perjanjian pengangkutannya.

Berikut akan diuraikan hak dan kewajiban dari konsumen (selanjutnya disebut
dengan penumpang kereta api) dan pelaku usaha (selanjutnya disebut dengan PT.

Kereta Api (Persero)
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Hak konsumen adalah :

1. Menurut pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :
a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/ atau jasa
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang

dijanjikan

c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa

d.  hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut

f.  hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

g hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak
diskriminatif

h.  hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya

1. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2. Menurut pasal 26, pasal27, 28 ayat 1 UU No. 13 Tahun 1992 tentang pekereta
apian ;

a. penumpang dan/atau barang yang telah memenuhi syarat umum angkutan
berhak untuk diangkut oleh badan penyelenggara

b. penumpang dan/atau pengirim barang berhak untuk meminta biaya yang telah
dibayar kepada badan penyelenggara jika terjadi pembatalan pemberangkatan
perjalanan kereta api

¢. penumpang dan/atau pengguna jasa berhak meminta ganti rugi atas kerugian
yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api.

3. Menurut pasal 10, 13, 15 PP No. 81 tahun 1998 tentang lalu lintas angkutan kereta
api adalah

a. memperoleh pelayanan sesuai tingkat pelayanan yang disepakati dalam karcis
atau surat angkutan

b. memperoleh pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan
penyelenggara selama menunggu keberangkatan apabila terjadi keterlambatan

c. memperoleh pengembalian biaya angkutan apabila terjadi pembatalan
keberangkatan
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diangkut sampai ke tempat tujuan apabila kereta api tidak dapat melanjutkan
perjalanan tanpa dipungut biaya tambahan

memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang sesuai
dengan perjanjian pengangkutan

Kewajiban konsumen adalah :

1. Menurut pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :

a.

b.
C.

d.

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

mengikuti upaya penyelasaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut

. Menurut pasal 25 UU No. 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian dan PP No. 81
Tahun 1998 tentang lalu lintas angkutan kereta api adalah :
penumpang wajib memenuhi syarat-syarat umum pengangkutan yang ditetapkan
oleh badan penyelenggara dengan membayar biaya angkutan sesuai dengan
tingkat pelayanan yang dikehendakinya.

Hak pelaku usaha adalah :

1.Menurut pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :

a.

b.

€.

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik

hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen

hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2. Menurut pasal 29 UU No. 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian adalah :

a.

b.

melaksanakan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat-syarat umum angkutan
bagi penumpang dan/atau barang

melakukan penindakan atas pelanggaran terhadap syarat-syarat umum
angkutan tersebut

membatalkan perjalanan kereta api, apabila dapat membahayakan ketertiban
dan kepentingan umum
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menertibkan penumpang kereta api atau masyarakat yang mengganggu
perjalanan kereta api

Menurut pasal 26 PP No. 81 Tahun 1998 tentang angkutan kereta api adalah ;
Hak untuk menahan barang yang diangkut dengan kereta api apabila pengirim
atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang telah
ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.

Kewajiban pelaku usaha :

1. Menurut pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :

a.
b.

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan
perbaikan dan pemeliharaan

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

2. Menurut pasal 27, 28, 34 UU No. 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian adalah :

a.

b.

badan penyelenggara wajib mengangkut penumpang dan/atau pengirim barang
jika terjadi pembatalan pemberangkatan kereta api

badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
pengguna jasa dan/atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan
pelayanan kereta api

badan penyelenggara wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana
yang dimaksud diatas

3. Menurut pasal 12, 13, 14 PP No. 81 Tahun 1998 tentang lalu lintas angkutan
kereta api adalah :

a,

badan penyeleggara wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang telah
memenuhi syarat-syarat umum
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b. dalam pengoperasian kereta api, badan penyelenggara wajib mengumumkan
kepada masyarakat tentang jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan
penumpang dan perubahannya ‘

c. badan penyelenggara diwajibkan mengumumkan di stasiun dan/atau kereta api
apabila terjadi pembatalan, keterlambatan atau pengalihan pelayanan lintas
kereta api

d. badan penyelenggara diwajibkan mematuhi jadwal keberangkatan kereta api

e. badan penyelenggara dalam menyelenggarakan angkutan kereta wajib
mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas,
memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan
masyarakat dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta mewujudkan
keterpaduan baik intra maupun antar moda transportasi dan menjaga
kelangsungan pelayanan pada lintas-lintas yang telah ditetapkan baik atas dasar
kemampuan sendiri atau melalui kerjasama dengan badan hukum Indonesia
lainnya

Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak tersebut diatas dapat diketahui
bentuk tanggung jawab masing-masing pihak sebagai akibat adanya perjanjian
pengangkutan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan penumpang kereta
api. Hal ini1 dapat dijadikan dasar penuntutan tanggung jawab apabila terdapat suatu
kerugian atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat oleh penyusun.

2.3.3 Pengertian Kecelakaan Kereta Api

Terjadinya kecelakaan kereta api sangat tidak diinginkan dalam
pengoperasian kereta api,mencari penyebab kecelakaan kereta api sangat mudah
diketahui dan diidentifikasi. Hal ini karena ruang lingkup operasi kereta api sangat
sempit, sebatas rel itu saja, sementara teknologinya terutama di kereta api Indonesia
berkembang sangat lambat. Kereta api , karena sifatnya yang terbatas yakni hanya
berjalan diatas sepasang rel, penyebabnya bisa diketahui dengan cepat karena
variannya sangat sedikit, orang bisa mengambil kesimpulan awal yang mendekati
kebenaran.

Kecelakaan kereta api secara kasat mata akan bisa terlihat penyebabya,
misalnya bus yang tertabrak kereta api di pintu perlintasan akibat melanggar pintu

perlintasan menurut UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian pasal 16, yang
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berbunyi “....... pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api “, dengan
demikian keberadaan kereta api dijamin ini artinya setiap kejadian, kendaraan jalan
ditabrak kereta api maka yang dipersalahkan menurut peraturan perundangan tadi
pastilah kendaraan jalan raya.

Menurut aturan perkereta apian, pintu perlintasan dibuat bukan dengan
maksud untuk melindungi pengguna jalan tetapi melindungi kereta api, karena itu
pintu itu ditutup atau tidak, maka pengguna jalan harus berhati-hati ketika
melintasinya.

Harus dipahami, kereta api tidak bisa berhenti dalam sekejap saat rem diinjak
atau ditarik membutuhkan jarak panjang sebelum kereta api benar-benar berhent
tergantung dari berapa besar gerbong yang ditarik lokomotif, jadi kalau satu
lokomotif kereta api dengan tujuh kereta penumpang berjalan dalam kecepatan 70
km/jam , kereta tersebut baru bisa berhenti setelah 900 m hingga 1,1 km sejak rem
diinjak atau ditarik.

Dari data yang diperoleh, 80 % kecelakaan kereta api akibat kelalaian
manusia (human error) dan hanya 20 % akibat kesalahan tekhnis (technical error).
Kesalahan teknis misalnya kereta anjlok akibat rel yang merenggang karena
perawatan yang kurang intensif, atau sinyal yang tidak berfungsi misalnya lampunya
hijau terus sehingga kereta dari arah depan sinyal, melaju tanpa mengerti bahwa di
depan stasiun ada kereta api lainnya (wawancara dengan Humas PT. Kereta Api
(Persero) Daop IX Jember).

Human error atau kesalahan manusia banyak variasinya dari ketidak hati-
hatian dan ketidaktaatan kepada prosedur, melanggar rambu atau tertidur saat
berdinas. Kesalahan demikian juga bisa terjadi di stasiun, misalnya petugas
memberangkatkan kereta api tanpa melihat bahwa petak jalan tidak dalam keadaan

aman atau menyetel wesel (pemindah rel) kearah yang salah.
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1IL. PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) atas Kecelakaan Kereta Api

Berawal dari ketika konsumen membeli tiket atau surat angkutan kereta api
maka pada dasarnya ia telah mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha dalam hal
ini PT. Kereta Api (Persero).

Jika mengacu pada pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa
perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.

Unsur-unsur perjanjian dari pasal tersebut adalah :
1. Perbuatan maksudnya adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat
hukum ;
2. Pihak-pihak maksudnya adalah para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan pasal ini, perjanjian pengangkutan antara pelaku usaha (PT.
Kereta Api (Persero)) dengan konsumen (penumpang) akan menimbulkan akibat
hukum yang berupa hak dan kewajiban dan masing-masing pihak harus melakukan
prestasi sebagaimana hak dan kewajiban tersebut. Dalam terjadinya kecelakaan kereta
api, PT. Kereta Api (Persero) dapat dikatakan melakukan wanprestasi yang berarti
tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan klausula
perjanjian.

Berdasarkan pasal 31 UU No. 13 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa
tanggung jawab badan penyelenggara dimulai sejak diangkutnya penumpang dan/atau
diterimanya barang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.

Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan :
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila
siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam

kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.
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Syarat-syarat dilakukannya wanprestasi adalah :
1. tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi ;
2. melakukan sesuatu yang telah dijanjikan tetapi tidak sama/tidak sesuai dengan

klausula perjanjian ;

(8]

melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;

4. melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah :

1. membayar kerugian ;

2. pembatalan perjanjian ;

3. peralihan resiko ;

4. membayar perkara apabila diperkarakan dimuka hakim ;

5. pemenuhan perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian
disertai dengan pembayaran ganti rugi (Abdul Kadir Muhammad, 1990:25).
Pertanggungjawaban dari PT. Kereta Api (Persero) sebagaimana dimaksud dalam

pasal 28 UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian

ayat (1) yaitu badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
oleh pengguna jasa dan/atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan
pelayanan angkutan kereta api

ayat (2) huruf b berbunyi besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi
yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya.

Selanjutnya dalam pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah dengan memberikan
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan

ayat (2) disebutkan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya, atau perawatan keselamatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Menurut Johanes Gunawan, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen

adalah sebagai berikut:

1. Contractual Liability
Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen,
maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada contractual liability
(pertanggungjawaban kontraktual) yaitu tanggung jawab perdata atas dasar
perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang dan/atau jasa ) atas kerugian
yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau
memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2. Product Liability
Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan
konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pruduct liabilty
(pertanggungjawaban produk) yaitu tanggung jawab perdata secara langsung dari
pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkannya

3. Professional Liability
Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen,
maka tangung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban
profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar
perjanjian/kontrak maupun tanggung jawab perdata secara langsung atas kerugian
yang dialami konsumen akibat memanfaatkan barang dan/atau jasa tersebut.

4. Criminal Liability
Dalam hal hubungan pelaku usaha atas barang dan/atau jasanya dengan negara
dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), maka
tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada criminal liability
(pertanggungjawaban pidana) yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas
barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terganggunya keselamatan dan

keamanan masyarakat ( konsumen).
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Dari uraian tersebut, maka tanggung jawab dari pelaku usaha, dalam hal ini
PT. Kereta Api (Persero) terhadap konsumen (korban atau ahli warisnya) atas
terjadinya kecelakaan kereta api adalah sebagai berikut :

1. bersifat professional liabilty yang didasarkan pada tanggung jawab perdata atas
dasar perjanjian/kontrak (contractual liability) yang menimbulkan kerugian bagi
konsumen akibat memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya,
dan/atau;

2. bersifat criminal liability (pertanggungjawaban pidana) dari pelaku usaha atas
terganggunya keselamatan dan keamanan konsumen akibat memanfaatkan barang
dan/atau jasa yang diberikannya.

Sebagai konsekuensi PT. Kereta Api (Persero) melakukan wanprestasi karena
tidak mengindahkan hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, maka ia harus bertanggung
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen (korban). Bentuk tanggung
jawab oleh PT. Kereta api (Persero) adalah dengan melakukan pertolongan,
pengobatan, perawatan awal terhadap konsumen (korban). Selanjutnya dalam hal
pemberian ganti rugi atau santunan, berdasarkan pasal 34 UU No. 13 Tahun 1992
yang menyatakan bahwa badan penyelenggara wajib mengasuransikan tanggung
Jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU yang sama , PT. Kereta Api
(Persero) melimpahkan kepada konsorsium antara PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT.
Jasa Raharja Putera, yang tertuang kedalam perjanjian kerjasama antara PERUMKA
dengan Konsorsium PT Jasa Raharja dan PT Jasa Raharja Putera Nomor
87/HK/DE/L.V/D.1/96,P/04/SPP/IV/96,P/04/K5/K5/IV/96 tanggal 30-04-1996, dan
Addendum I Nomor : 87/HK/D.F/L.V/D.1/96, P/04/KS/W/96, tanggal 30-04-1997
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tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta api, kemudian diatur lebih lanjut

dalam petunjuk pelaksanaan mekanisme asuransi barang kecelakaan penumpang dan

crew/awak kereta api yang menerangkan bahwa para pihak adalah sebagai berikut :

a.

Pihak Pertama
Adalah Perusahaan Umum Kereta Api sebagai pemegang polis/perjanjian asuransi
dengan Konsorsium PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Jasa Raharja Putera
Pihak Kedua
Adalah Konsorsium PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Jasa Raharja Putera
sebagai penanggung Pihak Pertama selaku pengelola angkutan penumpang
Penumpang kereta api
Adalah setiap penumpang kereta api yang mempunyai tanda tempat yang sah
berupa tiket kereta api, Kartu Angkutan dinas, Surat Angkutan Percuma dan kartu
khusus dari PT. Kereta Api (Persero), termasuk petugas restorasi, petugas
kebersihan serta petugas lain yang ada dalam ikatan perjanjian dengan PT. Kereta
Api (Persero)

Berdasarkan ketentuan diatas, PT. Kereta Api (persero) sebagai Pihak

Pertama dan sebagai pemegang polis asuransi kecelakaan maka ia diwajibkan

membayar premi asuransi yang diambil dari iuran wajib penumpang yang dibayarkan

bersama dengan pembayaran biaya angkutan dalam setiap perjalanan, dan kemudian

mengenai pemberian ganti rugi atau santunan yang diberikan kepada konsumen

(korban atau ahli warisnya ) adalah melalui Pihak Kedua yaitu Konsorsium tersebut

yang berkewajiban menanggung resiko adanya kecelakaan kereta api yang nilai

jaminannya sesuai dengan nilai jaminan yang telah ditentukan, yaitu:
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Ayat (1) “terhadap setiap kecelakan kereta api harus dilakukan penelitian
sebab-sebabnya”

ayat (2) menyebutkan bahwa : “ penelitian kecelakaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang pembentukan, susunan dan
tugas-tugasnya diatur lebih lanjut oleh Menteri ™.

Pembuktian mengenai kecelakaan tersebut dapat diperoleh dari laporan yang

dibuat oleh Polisi Khusus kereta api yang kemudian akan diserahkan kepada Pihak
Kedua untuk mengisi keterangan yang tertera dalam formulir K-2, yang memuat :
a. Uraian singkat/lokasi kecelakaan
Menerangkan tentang lokasi terjadinya kecelakaan kereta api, asal, tujuan
kereta api serta uraian singkat tentang terjadinya kecelakaan
b. Identitas alat angkutan umum
Memuat tentang nama armada, nama pemilik, alamat pemilik, jenis angkutan
umum
¢. Pelunasan iuran wajib
d. Korban-korban kecelakaan

Keterangan yang menyebutkan nama-nama , jenis kelamin, umur, alamat serta

keadaan korban kecelakaan
Kemudian oleh Pihak Kedua dibuatkan suatu formulir yang memuat
keterangan mengenai adanya suatu kecelakaan dengan alat angkutan umum untuk
selanjutnya diserahkan langsung kepada Menteri Perhubungan.
Berdaasarkan ketentuan diatas, konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat
mengajukan klaim/ganti rugi dengan memenubhi tata cara yang telah ditentukan yaitu :
a. Setiap kejadian kecelakaan kereta api yang menimbulkan korban pada
penumpang, dan /atau awak kereta api maka Pihak Pertama wajib menghubungi
Pihak Kedua setempat untuk memberi pertolongan pertama dan membawa korban
ke Rumah Sakit.

b. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah kecelakaan, Pejabat Pihak
pertama di daerah wajib memberitahukan secara tertulis atau lisan dengan

memberikan keterangan seperlunya kepada Pihak kedua setempat selaku pihak
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yang ditunjuk untuk mewakili Konsorsium dan kepada Direktur Operasi c.q
Kepala Subdit Pemasaran Angkutan Penumpang, Kantor Pusat di Bandung ,
dengan tembusan kepada Direktur Keuangan c.q kepada Subdit Administrasi
Keuangan kantor Pihak Pertama di Bandung sesuai dengan daftar alamat cabang
Pihak kedua.

Pihak Kedua dimana terjadi kecelakaan setelah menerima pemberitahuan, secara

aktif melakukan koordinasi dengan Pihak Pertama , sehingga Pihak Pertama dapat

segera menyiapkan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua mengenai dokumen-
dokumen pokok yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kereta api tersebut,
yaitu sebagai berikut:

1. Laporan kecelakaan disertai berita acara kejadian yang dibuat oleh pejabat
Pihak Pertama yang berwenang yaitu Kepala Seksi Operasional Dana Kepala
Seksi Niaga.

2. Daftar dan keterangan korban yang mengalami kecelakaan yang dibuat oleh
pejabat Pihak Pertama yang berwenang.

3. Apabila dibutuhkan, dilampirkan pula Berita Acara Pemeriksaan dari
kepolisian.

. Dalam hal Pihak kedua menerima tuntutan klaim langsung dari korban atau ahli

waris korban, maka Pihak Kedua melakukan koordinasi dengan Pihak Pertama.

Pihak Kedua diwajibkan memberikan laporan realisasi pembayaran santunan

untuk setiap triwulan kepada Pihak Pertama secara terperinci.

Selanjutnya, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen (korban atau
ahli warisnya) dapat diselesaikan dengan cara mengikuti prosedur untuk
memperoleh jaminan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Prosedur
tersebut adalah:

. Tuntutan jaminan pertanggungan dapat diajukan oleh PT. Kereta Api (Persero)

atau oleh konsumen (korban atau ahli warisnya ) kepada kantor

cabang/perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) atau PT. Jasa Raharja Putera

setempat
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Pengajuan tuntutan jaminan pertanggungan dilakukan dengan menggunakan

formulir isian model K-2 yang telah disediakan PT. Jasa Raharja (Persero) atau

PT. Jasa Raharja Putera dan harus diisi oleh pejabat yang berwenang

LS ]

Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk mendapatkan uang jaminan

oleh ahli waris atau pihak PT. Kereta Api (Persero) dalam hal korban meninggal

dunia adalah sebagai berikut:

a.

b.

Formulir K-2 yang telah diisi secara lengkap;

Surat keterangan ahli waris, bisa berupa surat nikah atau kartu keluarga
dan bukti identitas diri dari korban atau ahli warisnya;

Jika hal tersebut diatas tidak ada maka diperlukan keputusaan hakim atau
pejabat lain tentang penentuan ahli waris atau sesuai dengan UU No. 33
Tahun 1964;

Surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna
membuktikan sahnya fakta kematian dan sebab-sebab kematian

Untuk yang cacat tetap atau luka-luka disertakan pula surat keterangan dari
dokter, kuitansi asli dari rumah sakit atau apotek, bukti jati diri dan surat-

surat lain yang dianggap perlu.

4. Dalam hal korban meninggal dunia, penyerahan dana santunan dilaksanakan

langsung oleh pihak kedua bersama pihak pertama (Kepala Eksploitasi, Kepala

Inspeksi Koordinasi Operasional, Kepala Daerah Operasional atau yang mewakili

kepada ahli waris korban).

Konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat mengajukan klaim/ganti rugi

kepada kantor cabang dan perwakilan Pihak Kedua ditempat kejadian perkara seluruh

Jawa dan Sumatera. Untuk Daerah Operasi 1X Jember klaim dapat diajukan pada
kantor perwakilan pihak kedua di jalan Gajah Mada No.303 atau diajukan ke pada
PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi X Jember di jalan Dahlia No. 2 68118

Jember.
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3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen ( Korban atau Ahli

Warisnya) Kecelakaan Kereta Api kepada PT. Kereta Api (Persero)

PT. Kereta Api (Persero) yang melakukan wanprestasi telah memberikan bentuk
tanggung jawab kepada konsumen (korban atau ahli warisnya) yang menderita
kerugian akibat terjadinya kecelakaan kereta api berdasarkan ketentuan yang berlaku,
akan tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat
melakukan upaya hukum terhadap PT. Kereta Api (Persero).

Perbuatan PT Kereta Api (Persro) dalam mengoperasikan kereta api yang
mengakibatkan kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka
dapatlah dilakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun
1999 pasal 45 ayat (1), yaitu :

Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan

umum.

Dasar hukum pengajuan gugatan adalah pada pasal 1365 KUH Perdata, jo
pasal 1367 ayat 3 jo pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melanggar hukum
(Onrecht matigdaad) yaitu :

* tiap perbuatan malanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang
lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.
Unsur-unsur dalam pasal ini adalah :

1. Perbuatan ,
yaitu bahwa PT. Kereta Api (Persero) karena tindakan dengan sengaja atau
kelalaiannya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak

seharusnya dilakukan dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) tidak menepati
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janji atas suatu pelayanan ataupun prestasi yang seharusnya diberikan kepada
konsumen
2. Melanggar
dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas bahwa PT. Kereta Api ( Persero)
telah melakukan perbuatan yang melanggar:
1) hukum yang berlaku yang terdapat dalam perundang-undangan
2) hak konsumen sebagaimana diuraikan dalam perjanjian
3) kelalaian yang melanggar hukum yang berlaku, kesusilaan, kecermatan
dan keadilan di masyarakat

Kesalahan

L

artinya bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT. Kereta
Api (Persero) merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan
oleh hukum baik itu disengaja atau tidak sengaja yang karena perbuatannya
dalam melaksanakan fungsi layanan jasanya telah merugikan konsumen
(penumpang dan/atau korban) atas kereta api tersebut.
4. Kerugian

bahwa akibat dari kecelakaan kereta api itu maka konsumen (penumpang
dan/atau korban) mengalami kerugian yang bersifat;

1) materiil, artinya bersifat kebendaan (zakelijk) maksudnya tuntutan itu
bisa berupa ganti rugi materi yang hilang akibat kecelakaan kereta api
tersebut

2) immateriil, tuntutannya dapat juga dalam bentuk ganti rugi materi
(Nanggolan 2000 :119)

Pasal 1367 ayat 3

Ayat 3 * Bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili
mereka dalam pelaksanaan urusan-urusan mereka bertanggung jawab tentang
kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam pelaksanaan
tugas masing-masing”
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Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 ayat (1) dan (2) yaitu

Ayat (1)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan

Ayat (2)

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas maka konsumen (penumpang dan/atau
korban) dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan pada:

pasal 46 ayat 1 Huruf (a), (b),(c) UU No. 8 Tahun 1999 yang berupa:

(a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan

(b) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama

(c) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah
untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan
sesual dengan anggaran dasarnya.

Pada pasal 46 ayat 1 huruf (b), (¢) UU No.8 tahun 1999 dinyatakan gugatan
dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang
sama atau oleh lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi syarat. Sekelompok
orang yang melakukan gugatan dalam penjelasan UU ini disebut Class action
(gugatan kelompok) yang harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan
dan dapat dibuktikan secara hukum.

Menurut Mas Ahmad Santosa memberi definisi class action ini adalah
“class action” atau gugatan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara

perdata yang memberikan hak prosedural terhadap suatu atau sejumlah orang (jumlah
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yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan
para penggugat itu sendiri.
Dari pengertian diatas tampak ada persamaan unsur-unsur penting yaitu :
1. terdapat sejumlah orang banyak yang berkehendak untuk menggugat
orang/pihak yang sama ;
2. diwakili oleh seseorang atau lebih sebagai wakil yang bertindak untuk
kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan pihak orang lain ;
3. terdapat persamaan fakta dan masalah-masalah hukum .

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar class action ini, untuk
menghindari jangan sampai gugatan perwakilan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijkverklaard) yaitu :

1. Terdapat sejumlah orang banyak yang berkehendak menggugat orang atau pihak
yang sama
a. Sejumlah orang banyak harus jelas

1) batas minimum orangnya

2) daftar nama-nama anggota jumlah orang banyak (group) atau spesifikasi

sub group perlu dicantumkan dalam gugatan

3) daftar nama anggota group harus diumumkan dalam mass media, hal ini

perlu untuk konfirmasi dan sekaligus memberi hak kepada anggota untuk
menyatakan keluar dari group atau memberi kesempatan kepada mereka
yang terdaftar namanya untuk menyatakan masuk ke dalam group

4) orang atau pihak yang sama, yaitu harus jelas identitas orang atau pihak

tergugat, yang bertindak atas nama sendiri atau untuk orang/pihak lain

5) gugatan atau tuntutan apa yang dikehendaki, yaitu berupa:

a.1 hanya tuntutan ganti rugi, atau

a.2 hanya tuntutan melakukan perbuatan/tindakan tertentu, atau

a.3 gabungan tuntutan ganti rugi dan perbuatan tertentu seperti yang
diatur dam pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 atau misalnya
dalam pasal 1365 KUH Perdata
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2. Diwakili oleh seseorang atau lebih sebagai wakil yang bertindak untuk
Dalam hal perwakilan ‘kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk
kepentingan pihak orang lain
1) Untuk maju dalam persidangan Perwakilan harus mengajukan
tuntutan yang sejenis dengan anggota group
2) Perwakilan harus mempunyai persoalan hukum dan fakta yang
sejenis dengan anggota group
3) Keterangan kecakapan perwakilan atau surat kesanggupan dari wakil
untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan gugatan
perwakilan yang bertindak secara Jujur/dapat dipercaya dan berusaha
menjalankan hubungan baik dengan anggota groupnya
4) Perwakilan dapat memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan
3. Terdapat persamaan masalah hukum dan fakta
a) Persamaan masalah-masalah hukum
Persamaan masalah dalam hal ini, dapat kita fokuskan ke permasalahan
hukum sebab pengertian “permasalahan” hukum sangat luas cakupannya.
Permasalahan hukum merupakan masalah pengaturan hukum yang
dilanggar oleh tergugat atau perbuatan tergugat bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang mana, atau terhadap hukum yang
mana tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena
pencantuman  dasar hukum dalil/gugatan permohonannya sangat
diperlukan.
b) Terdapat persamaan fakta
Fakta merupakan suatu perbuatan/tindakan, kejadian, atau hal yang lain
yang dianggap menurut hukum berkaitan dengan persoalan yang
diperiksa pengadilan. Fakta-fakta diperlukan untuk memperjelas dasar-
dasar suatu pelanggaran atau tuntutan dalam suaty kasus, dan fakta-fakta

ini  ditentukan/ditetapkan  dan  dibuktikan oleh pihak yang
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mengemukakan bukti yang cenderung memperlihatkan bahwa fakta
tersebut memang ada.

Persamaan fakta bukan berarti beberapa fakta harus identik satu dengan
yang lain, melainkan juga persamaan fakta berarti terdapat beberapa
fakta hukum yang berhubungan satu sama lain, sehingga dapat
tergambar suatu peristiwa hukum.

Berangkat dari ketiga unsur diatas, maka terhadap kasus kecelakaan kereta
api dapatlah dilakukan class action kepada PT. Kereta Api (Persero), yang pada
dasarnya mempunyai tujuan untuk mempercepat proses, efisien dan menjaga
konsistensi putusan.

Ketentuan gugatan kelompok (class action) yang tertuang pada UU No.8
Tahun 1999 tentang perelindungan konsumen merupakan bagian dari ketentuan
hukum acara perdata, berdasarkan uraian dimuka, maka dapatlah konsumen (korban
atau ahli warisnya) mengajukan gugatan melalui pengadilan kepada PT. Kereta Api

(Persero) Daearah Operasi IX Jember.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan terjadinya musibah kecelakaan kereta api, maka PT.Kereta
Api (persero) dapat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada konsumen.
Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No.8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga harus bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh konsumen. Bahwa tanggung jawab yang telah
diberikan oleh PT Kereta Api (Persero) berupa pemberian ganti rugi kepada
setiap korban kecelakaan kereta api yang berupa biaya perawatan, biaya
pemakaman serta uang jaminan kecelakaan melalui Konsorsium yang terdiri
dari PT. Jasa Raharja (PERSERO) dan PT. Jasa Raharja Putera. Untuk
selanjutnya mekanisme pemberian dan prosedur pengajuan klaim/ganti rugi itu
dilaksanakan oleh konsorsium tersebut.

2. Konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat malakukan upaya hukum
terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atas terjadinya kecelakaan kereta
api tersebut yaitu dengan cara melakukan gugatan melalui pengadilan setempat
baik secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok (class action), maupun

melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

4.2. Saran
Berdasarkan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini maka saran
yang penyusun berikan :
I. PT. Kereta Api (Persero) telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada
konsumen, namun hal ini belum cukup, sebab yang terpenting adalah
menghindari kecelakaan kereta api terulang kembali. Untuk itu diperlukan

suatu kebijakan yang komprehensif atas perkeretaapian Indonesia yang

36
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kinerja dari PT. Kereta Api (Persero) untuk melaksanakan fungsi pelayanan
publik dapat memberikan kenyamanan dan keamanan secara keseluruhan bagi
pengguna jasa angkutan kereta api tersebut.

Kepada konsumen diharapkan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan
gugatan baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok ataupun
melalui lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat agar kasus
kecelakaan kereta api tersebut dapat digelar secara terbuka di pengadilan, dan

yang terpenting agar kasus tersebut tidak dapat terulang kembali.
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PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISMLE ASURANSI
GRUTAN BARANG, KECELAKAAN PENUMPANG DAN CREMW/AWAIK
KERETA AL

sAR HUK LTINS

shsunaan Asutanst Anghutan Barang, Kecelahaan Penumpang dan Crew/ Awak

cta Apt didasarkan pada

Undang - Undang Nomor 33 /7 1964 tentang Dana Pertanpgungan \Wagih

Recelakuan Penumpang
Hodang - Undang Nomaor 137 1992 tentang, Perkeretaapian,

Peratinan Pemenntale Nomor 17/1965, tangeal 10 April 1965, tentany Ketentuan -
Fetentuan Pelaksanaan Dana Pentanpgpungan Wiaph Kecelakaan Penumpang,

Peratiran Pemenmtah Nomor S7/1990  tanggeal 30 Oktober 1990, tentang
penealihan Bentale Usaha Perusahaan Jaowatan Kereta Api menjadi Perusahaan
Ui (PLERURM) Eereta Api.

Perpanjtan ke sama antaa PERUMEA denpan konsorsium P, Jasa Raharna dan
U Jasarabarps Putea Nomor o STAEK/DEL WD GG, POYSPPITVIG,
PIOAECSIIVVO  tangeal  30-04-1996,  dan Addendum | Nomor
SUE/D VLU 196,  PIOAMUSPRIVOG,  PIOVKSIVIO6, tanggal  30-04-1997,
tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Kereta Api.

Perjanjian Kerjasama antara PERUMEA denpan PT, Jasa Rahaga (P JR) dan PT.
Jasarahaga Putera (21 JP) No.o 2150 3.UM0.3/98 tanggal 08 September
1998, tentang Asuransi Tanggung Jawab Hoakum Pengangkut Angkutan Darang
denpan Peti Kemas, Angkatan Barang Bukan dengan Peti Kemas dan Anpkuatan
ahian Bakar Minyak Dalam Katel 7 Tangkl,

AESANAAN PERIJANIIAN

uk melaksanakan pegangian antara PERUMKA, Konsorsium ( JR & JIP ) dan JP,
an PERUMEA, PL Jasa Rahargga dan PTL Jasaraharja Putera memandang pedlu
i bersama-sama menerbitkan suatu pedoman secara tertulis berupa Petunuk
thsanaan ((Juklak )
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sobok-pokok materi peganjian kerjasiaima Asuranst antan PERUMEA dan konsoistum

o1 Jusa Rahanga dan atau 11 Jusarahana
Jinraikan dalam Pasal-pasal sbb

Putera sebagaimana termaksud pads 3ab 1,

PASAL |

PENGERTIAN

a PHIAK PERTAMA

Iy I'11 [AH }ll WA

¢ PIHAK KETIGA

d PENUMPANG KERETA APL

c. KERETA APl

adalah Perusahaan Umum Kercia Api scbagai
Pemepang  Polis/  Perjanjian Asmansi  PT.
Jusatahatja Putera untuk angkutan barang dan
sehagai pemegang polis/ Perjanjian Asuransi
dengan konsorsium P71, Jasa Raharja dan P11
Jasaraharja Patera untuk angkuotan penumpang
dan crew/awak kereta api

adalah konsorsium P, Jasa Raharja dan P
Jasarahatja Putera sebhagai penanggung, I"ihak
[Pertami selaku  pengelola anphutan
penumpang dan ciew fawak kereta apt dan 1
Jasmahaga  Putera scbhagal  penanggung '
ethadap pihak  pettama sclaku pengelola,
angkutan barang

adalah Pemilik atau pengiom barang yang
menyerahkan  barangnya  kepada Pihak
Pertama untuk diangkut dengan kereta Api

adalall setiap penumpang Kereta api yang
mempunyai tanda tempat yang sah berupa
tiket, Kartu Angkutan Dinas, Surat Angkutan
Dinas, Suat Angkutan Percuma dan Kaitu
Khusus dari PERUMEKA, termasuk petugas
restorasi,  cleaning  scrvice  serta petugas
lainnya yang ada ikatan perjanjian dengan
PERUMKA

adalah kendataan denpan tenapa gerak, baik
herjalan senditi maupun dirangkaian dengan
kendaraan lainnya, yang akan atau sedang
hergerak pada jalan rel.
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| CREWIANWAR EIFRETA AP

g KEPALA EKSPLOATASY
EEPALA DAERAH OPERASI

he FLOMHSORSIURM

L GARTTRUGH

. KECELAKAAN KERETA AP

o DEDUCTIBEF/RESIKO SENDIRI

adalah Masings dan/ atau Asisten  masinis,
oondektue  dan/ atau hondektur pembantu,
Manajer Hereta Api, Pelayanan Kereta A,
Petupas  Restorast PERURMEA,  Petugas
boeamanan dan Petupas Lunnya yanp sedang
bertugas di atas Keweta Api

adalah  wakil - PHIAK PERTAMA  pada
:ksploatasi di Sumatia dan pada Dacral
Operasi di Jawa, sebhagat Pejabat, Stuuktual
tertmpper di daciah yang hertanpeung jawab
dalam operasional Angkutan Penumpany, dan
Barang  yang  dibent wewenang untuk
menyelesaikan  tuntwtan pantt tugi / Klaun
PHTIAK PERTAMA atau dan PHHAK KETIGA
langsung kepada PHIAK KEDUA di wilayah
hejadiannya  yang  telah dimila kewajeran
hareanya bersama PIHAK KEDUA

adalah keasama antata PLL Jasa Rataga dan
"1, Jasaraharja Putera baik di pusat maupun di
dacrah yang bertindak schapai penanggung,

adalah  pembayaran  yang  ditennma £ihak
Pertama  akibat  suatu kejadian kereta api
keluar  rel,  terguling,  tabrakan  dengan
angkutan moda transportasi lainnya, tabiakan

antara - KA, kebakaran  atau pencunan,

schingea barang- batang btk yang ada di
dalam rerhong/peti henias menjadi
rusak/hilang/musnal,

adalah  kecelakaan  dini yang  meniumpa
penumpang dan atan crew / awak Ka di atas
kereta api, berdasarkan UL No. 33 Tahun
1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 jo keputusan
Menteri Keuangan RI No. 496/EKME.017/1997
dan polis Aswanst Lxtia Cover Nomor Jp
00093.007

adalah nilai kerupian pada setiap Kejadian
sanpai jumlah tertentu sebapaimana disebut
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dalam peganpan yang mengadi beban Pilink
Pettama

! L
| PASAL 2 |

| L
' OBYER PERTANGGUNGAN

A ANGEUTAN BARANG
Obyeh Pertangpungan dalam hal angkutan barang mencakup
I Buarang yang diangkut dalam peti kemas,
2. Peti kemas / Rontainer.
3. Barang-barung yang diangkut bukan denpan peti kemas,
I, Buhan Bakar Minyak Dalam Ketel/ Tangki.
‘{'15 ANGEUTAN PENUMPANG DAN CREW/AWAK KERLETA API

Obyek Pertanggungan daliun hal anghutan peawmpang dan crew/awak KA mencakup
Penumpany, Crew/awak KA

-~

PASAL 9

LUAS DAN BESARNYA JAMINAN

A ANGEUTAN BARANUG

I LUAS JAMINAN

PIHAK KEDUA akan membenikan panti wugi kepada PIHAK PERTAMA atas
! tuntutan Klaim ganti tugi dari PIHAK. KETIGA terthadap ketugian/ kerusakan/

kehilangan / musuah barang yang dianpkut, susutnya volume barang termasuk

terbakarnya BBM dan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalani Pegjanjian Panganpgkutan Barang,.

Dalam hal i terdapat pembatasan dan pengecualian sebagai berikut

a)  Tangpung jawab PIHAK KEDUA  teibatas dalam ranpkaian kepratan
pengangkutan sbb

1) Mului pada saat barang - batang diserahkan oleh PHIAK KETIGA
kepada PIHAK PERTAMA di Stasiun pemberangkatan untuk dianpkut.
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)

3)

3)

G)

8)

t))

2) Bedanjut sebama barang - bacang: beradac dalam penganghutan
3) Berakhor pada saat barang-baany disziahkan Kepada PINAR K TIGA

atau PHIAK yang ditunjuk untuk mewakilinya di Setasiun tujuan atau di
tempat pembongkaan,

b) Penpecualian

Pengecualian berlaku terthadap hal hal/akibat sbb :

Kerugian sebagal akibat perang, penyerbuan muosuh dari luar, pertempuran
( baik diumumkan atau tidak ), perang saudara, pemberontakan, revolusi,
hura hara,  percbutan  kekuasaan,  pengambilalihan,  penyitaan  dan
perusakan barang-harang atas penntahy yang berwajib,

Akibat langsung  atau  tidukh Langsung betupa tomsast, adiasi atau
Kontaminasi radio aktip, penparuh petatan alam,

Kerugian tidak langsung (* consequential loss * )

Kerugian yang timbul karena kernusakan dan kehilangan yang disebabkan
oleh tundakan yang dilakukan oleh PHIAK PERTAMA atau PHIAK
PERTAMA sendiri atau ortang yang bekerja untuk kepentingan PIHAK
PERTAMA atan karyawan PHIAK. PERTAMA atau beradsa dibawah
penpgawasan PIHAK PERTANA

Kerugian - kerugian yang timbul karena keterlambatan pengioman atau
penpangkutan barang atau tidak terkiimnya barang tepat pada waktunya,
Ferugian - kerugian yang dischablan oleh kesalahan, kelalaian, ketidak
hati-hatian dan PHIAK KETIGA atan pekerga atau orang yang berada
dibawah pengawasannya baik didalam maupun diluar kegiatan bongkar
muat atau penyimpanan, penimbunan barang,

Kerugian yang timbul karena tidak memenuhi persyaratan atau packing
yang diperpunakan.

Sepala tanggungjawab hukum atau tuntutaan ganti keragian dari PHIAK
KETIGA.

Kerusakan atau kehilangan karena harat, Kerusakan yang timbul karena
proses  alami yang  berakibat - bertkurangnya  nilai - baang  yang
dipertanggungkan, ngengat, kutu, kerusakan atau kehilaugun st yang pada
saat diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan rusak atau terbuka,
penurunan kwantitas karena perbedaan cara menimbang,  mengukur
barung - barang tidak sesuai dengan dokumen, isi tidak sesuai dengan
tercantum dalam dokumen, dan tidak sesuat denpan yang tercantum dalam
dokumen. Dan kerugian karena force majeure.

10) Kerusakan atau kehilangan yang, disehabkan karena perubalian suliu udara

dan/ztau ruseknya alat pendingin/khusus untuk barang dalam peti kemas.

I1)Kerusakan atau kehilangan yang timbul karena PIHAK PERTAMA

menpangkut buhan  peledak, mudah meledak atan terbakar, kecuali
penganpghutan tecsebat dilakulian denpan persyaratan Lhusus sebelumnya.
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EMURPANG DAN CREW ATAU AWAK KERETA AP

Batas janmman da masuk peron sumpan heluar peion bagi penumpang dan sejak
satana KA disetasiun atau Dipo bagi Crew/Awak HA.
Ruang Lingkap

teepada penumpang KA dan Crew atau awak KA dapat diberikan ".mn run dalam
Ll kegadian yang dapat diklasifikasihan shb ¢

i Menmpggal

b Cucat Tetap dan

¢. Perawatan

dengan docian jenis serta nilai jaminan pada tabel sebapai berikut,

HHLATTAMINAN

lmnt |h lunm.m ( Rp)

Jenis / Urniun Mulm;'uul Cucat Tetap Pernwntun
Muaksimum Makstium
Penumpang/izcnumpang, 1t660-t06~L H’nwrrn—‘w it % |

SAPSADKAD Kasus, \$oop. 000, 2S00 cob . -
Petupas Restorasi

dilyang  ada  ikatan

denpan PHIAK

PERTAMA

Musinis/Asisten Masinis | 35.000.000 35.000 000 7.060.000
Eondehtur/Manager KA | 20.000 000 20.000.000 4 000 000
Pelayanan KA, Petugas | 15.000.000 1'5.000 000 3.000 000
[Kestotast PIHAK

PERTAMA Petugas

kcamanan  dan  petugas

Lsnnya yang

dipeherjakan oleh

PIHAK PERTAMA
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A

Catatan - Cacal Tetap & Perawatan wersebut adalah penpgpantan tiaksimal

- Cacat Tetap diberikan berdasarkan Persentase sesuai LU No. 33/34 .
Tahun 1964

= Braya peaguburan bagi kothan yung tidak mempunyat ahli waiis

dibenihan permbayatan maksimum R, SO0 sesuan UL
No.33/Tabun 19644 }.000 000

PASAL, D

TATA CARA PLNGAJUAN GANT] RUGI/KLAIN DA
PENGAJUAN SANTUAN KLECELAKAALH

ANGRKUTAN BARANCG
I PELAPORAN

) Setiap teudi kecelukaan Kerety Apt yang meniimbulban ketupian anghutan
barang yany diangkut bukan dengan Peti Kemas, batang yang dianphat di
dalam peti kemasfKontainer dun 3alian Bakar Minyak, PIHAK PERTAMA
(Kepala f:l;s]1]uul.’:si!l{adzmp/i{up;ll;: Inspeksi) wajib memberitahulan tentang
adanya keceluakaan kereta api kepada PIHAK KEDUA setempat wajily sepera
datang kclokasi bersama PHIALK PERTAMA untuk melakukan survey
scbagai proses penanganan klain,

) Selambat-lambatnya dalam walktg 3 X 24 jam setelah kecelakasn kereta api
tersebat, pejubat Perumka di dacrah tempat kejadian wajib membentahukan
secara tertulis dengan memberibag heterangan seperlunya hepada PIHAK
KEDUA sctempat sesuai dengan dattar alamat Cabang PIHAK KEDUA di
Jawa dan Sumatera dalam pasal 5 Juklak i, dan kepada Direktur Operasi
c.q Kepala Subdit Pemasaan Anghutan Batang dengan (embusan Kepada
Direktur Keuanpan ¢.q Kepala Subdit Administiasi Keuangan Kantor PPusat
PIHAK PERTAMA.

«) PlHHAK KEDUA 'sctempat sctelah setelah menerima pemberitahuan, secara
akut melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA tenipat kejadian
untuk melakukan penelitian/ survey atas kejadian tersebbut dan membuat -

I Betita Acaa tentang kerugian anpkutan barang ( comtol terlampir), yang
ditandatanguni saksi saksi dari Perumka dan Pihak Kedua atay yang
mewakilinya,
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2. Kepala Dacaah Operasitiiepala Ehsploatasi/ Pejabal yang ditunjuk
PIHAK PERTAMA  diwapbhan mengambil  gambar (1 Foto )
getbony/Pet Kemas/ Ketel Minyak yang mengalani kejadian sehinpea
mengakibatkan kerusakan / kehilangan / musnah / susutnya barang yang
disngkat, minimal dari 4 (empat) posisi. Pengambilan pambar (Foto)
dilakuhan secepat munghkin begitu ada kejadian yang menyebabkan
terjadmya herusakan/musnah barang kiriman.

3 Menyiapkan rekaman ( Foto Copy ) Surat Angkutan yang terhait denegan

anphutan barang yang diangkut bukan dengan Peti Kemas, barang: dalam

Peti, Kemas, Peti Kemasnya sendiri dan atau Bahan Bakar Minyuak yang

tertkena kejadian kecelakaan Fercta Api.

d) PIHIAK KEDUA wajih memberhan laporan acalisasr  pembayaran panti
tag/klann anghutan batang sctiap tiwalan kepada Dicehun Operast ¢y
Fasubdit Pemasatan Angkotan Bavany, denvan tembusan hepada Doekitu
Feuanpan ¢ q Kasubdit Kenangan Kantor Pusat PIHAK PERTARMA i Bandunyg

¢) Untuk Ve Kemas lokal rekaman Suvat Angkuatan dilampin sutat honosemen
barang yang ada die dalam peti kena,

2 PROSEDUR DAM PERSYARATAT U TUR MEMPEROL -}
PENGGANTIAN KERUGIAN

a. Pemberntahuan terwulis,
Kepala Dacrale Operasi di Jawa / Kepala Eksploatasi di Sumatia yang
ditunjuk PIHAK PERTAMA micmbuat pemberitahuan tertulis dinlamatkan
Lepada PIHAK KEDUA dicabang tempat Kejadian VAL IS0V enial
Tuntutan Ganti Rugi dari PIHAK KETIGA | paling lambat 15 (lina belas)
han, dengan penjelasan shb

L. Disampatkan lengkap, dilinpini denean asli surat tuntotan panti rugl
dart peauhik/pengioum beserta

) Laktur/kwitansi asli pembelian barang/taksican kerugian hatang
b) Dokumen dokumen lam yang dapat dijadikan bubti untuk
memperkuat tuntutan ganti tugi,
¢) Benta acara kerugian angkutan barang,
d) Duplikat/copy surat anpkutan yang bersangkutan,
¢)  Khusus angkutan peti kemas ( kontainer ) dilengkap
) Rekaman  (copy) surat angkutan  didampini denpan IR
Lquipment Interchange Reciep ) kontainer ybs.
2) Kekaman ( Copy ) Pembertahuan Ekspor Barang (Pi:13).
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f) Untuk pet kemas lokal rckaman surat anghutan dilampin surat

2)

I3

honosemen batang yang ada didalam peti kemas,

Tembusan surat pemberitahuan tertulis tersebut beserta lampitannya,
disampaikan kepada ;

a) Kepala Subdit Administiasit Keuwanpgan (kw) selabu hetuan Tim
Aswansi Kantor Pusat PIHAK PERTAMA di Bandung.

b) Kepala Subdit Pemasian Angkutan Barang (K13) di Lmatm PHIAK
PERTAMA di Bandung,

¢) PHHAK KEDUA Cabang Bandung Jalan Sockarno Hatta MO, 869 A
Handung,

Pembayaran Kerugian

Atas dasar pemberitahuan tertulis tersebut pada butic a PHIAK KEDUA
sctempat/  Cabang/Perwakilan  membenkan  penppantian kerugian
hepada PIHAK KETIGA mielulun Kepala Eksploitasi di Sumatera Ut/
Kepalio Daceah Operasi de Jawa/ Kepala Inspeksi Lalu Lintas d
Sumatera Sclatan dan Sumatera Barat

5 PENGMPANG DAN CREW/AWAR ELERETA AP

|

PELAPORAN

a)

Sctiap hejadian kecelakaan kereta api yang menimbulkan hothan pada
penwmipang,  dan  atan ciew/ awak  Ka, PIHAK PERTAMA
(Fksplotast/Daop/Inspeksi)  wajih  menghubungi  PHIAK  KEDUA
sctempat untuk member pertolongan pertama dan membawa korban ke
Kumah Sakit.

Sclambat-lambatuya dalam waktu 3 X 24 jam sclelah kecelakaan
Pejubat PIHAK PERTAMA di daciah waph memberitahukan sccara
tertulis atau lisan dengan memberikan keteranpan scpetlunya hepada
PitlAK KEDUA sctempat sclaku pihak yaog ditunjuk untuk mewakili

~ konsorsium dan kepada Direhtur Operasi ¢.q. Kepala Subdit Perawan

)

Angkutan Penumpang Kantor Pusat Bandung, deagan tembusan kepada
Direktur Keuangan c.q Kepala Subdit Administiasi Keuvangan Kantor
PIHAK PERTAMA di Bandung, scsuai denpgan daflar alamat cabanp
PIHAK KEDUA di Jawa dan Sumatera.

PIHAK - KEDUA :setempat setelah menerima pemberitahuan, secara
aktif melakukan koordinasi dengan PHIAK PERTAMA, schingea
PIHAK PERTAMA dapat scgera mienyiapkan dan menyerahkan kepada
kepuda PIHAK KEDUA duLuuu.n dokumen pokok yanpg berkaitan”
denpan terjadinya kecelakaan KA shh ¢
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2. Dalam hal kosban cacat tetap
a) Fonnulin K-2 yang telah dusi (halaman 1-3)
b) Surat keteranpan Cacat Tetap dan dokter yang membawa horban
¢) Bukti Jati Diri yang akan menerima Dana Santunan.

3. Dalam hal kotban luka - luka ( untuk pembenan biaya perawatan
pengobatan dokter).
) Fonnulir modek K-2 yang telah diisi (halaman 1-3)
b) Surat keterangan dokter tentang cidera yang didernita,
¢) Kwitansi asli biaya-biaya yang telah dikeluarkan untak rawatan /
pengobatan dari dokter Rumah Sakit atau Apotek.
d) Bukti jati diri yang akan menrima santunan.
¢) Surat-surat bukti fain yang dipandang pertu,

i) Dalam hal kotban menmggal dunia, penyerahan dana santunan didaksaniban langsung
oleh PIHAK EEDUA bersama dengan PIHAK PERTAMA ( Kepala Eksploitasi, Kepala
luspekst Koordinast Operasional, Kepida Dacrah Operasional atau yang mewakih
Eepada ahh wanes kothan)

(c) J['c:u!;gamli.m braya peravatan hepadia hothan yang telah dibayarkan tedebih dahda oleh
S PIHAK PERTAMA akan dibayarkan Lembal oleh PIHAK KEDUA maksimum sesua
denvan ketentuan yang berlaku, termasuk biaya pertolongan pertama bagn korban luka
luka maksimum sebesar Rp. 100.000,00/ keadaraan dan biaya anghut jenesal di tempat
hepudian kecelakaan maksimum sebesar [Kp. 50.000,00/kendarain.

PASAL S
TEMPAT PENGAJUAN KLAIM

Tempat pengajuan klaim adalah Cabang dan Perwakilan PIHAK KEDUA di tempat
kejadian perkara scluruhi Jawa dan Sumatera denpan alaimat sebagai benkut

! Wilayah Jawa :

a. Dacrah Operasi [Hakaca JR 0 JLKalibesar Tunue No. 10 Jakbar - \/
o Telp (021) 6924910-6912555
- Kantor Cabang JP : o JLMampany Prapatan No. 100 Juksel

Telp(021) 7988962, 7988973

b, Duerah Operast 2 Bandung :
- Kantor Cabany o JL Szokamo Hatta No. 689 A Bandung
Telp(022) 315678,312476,312478
¢. DaeralOperasi-3 Cirebon .
- Kantor Perwakilan © JEDR Wahidin Sudite H, No. 30 Caebon
Telp (0231) 209382
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d- Dacrah Operang o Seany
- Kantar Cabany

e Dacial Opecrasg §
Purwekerwo
- Kantor Perwablan

L Dactali Cpraasi 6 Yoppakaita
- Kantor Perwalalan

B Daerah Operasi 7 Madiun
- Kantor Perwahilan

h. l'Juc:uh“(')pzmsi 8 Sutabaya
- Kuntor Cabiang

b Dacish Opreiast 9 Jember
- Kantor Peowal.ilun

Wilayah Sunatera
a Lhaplotast Sunatera Selata
- Kantor Cabany:

b Ehsplotast Sumatera Barat
- Kantor Cabang

¢ Ekspotasi Sumatera Utua
- Kantor Cabung

J i Bonjol No, 15 Seniang

Telp (024) S58089, 5461640

JUdemdial S, Parman Purwokero
Telp (02810 33906

JESEaet Riyadi No. 307 Surakanta
Telp (0271) 717526

JISub o No. 42 Madioan
lelp (0351) 55192

I Pangien Dipenepgoro No 6.0 Surabaya \S
Telp (031) 5751025578186

—2 gy (G
JECigah Mada No.303 Jembe — Jf %'ng} -
lelp (033 l‘?x‘ll Ll IS 4‘_!3,.;‘“,(1- v,

U

JI Kauptén A Rivai No, 18
Telp. 248, 24040

JLHR Rasuna Said No. | Padang
Telp (0751) 34364, 32453

JI Gatot Subroto No, 142 Km 5 Medan
Telp (061) 854023, 858331

PASAL 6

LAIN -[.AIN

Lo Setap 3 (tiga) bulan sekali Tim Asuranst Pusat Berdasackan Sura Reputusan Direksi

b

Operastonal,  diminta
Ki:DLIA
PERTAMA tenentu dj lingkungan m
Juklak i, ukan diadak

ducrah

selempal,  (eonasulk;

Pihak Pertama menpadakan apat koovdinasi bersama dengan PHIAK KEDUA untuk
mengevaluasi pelaksanann penyeles
Para Kepala Eksploatasi, Kepala 1)

alan pant cogi atau klaim.

acrah Operasional atau Kepala Inspeksi Koordinasi
untuk  selalu berthoordinasi dengan pejabat-pejabat PHHALK
memberhan

alamat-alamat  pejabat/kantor PIHAK

astg-masing yang dipandang perlu.
an evaluasi setiap tahun untuk kelancaran pelaksanaan eas dj

o Rduocky, fkee U’r-%.*(@w 4093
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Hr PENUTUP

Lo Dembian Petunjuk Pelaksanaan Asttanst Kecelakaan Penumping dan Awak Kerets
Apt i dibuat untok dilaksanakan dan ditindak lanjuti debih Lanjut olel KEDUA
PHIAK.

2 Pewwjul Pelaksanaan Asuransi Bersama ini dibuat oleh dan bes by bagi para pihak
yang terkail selama peangian / addendun, yang bzrsanghutan berlaku dan dapat
diperbaharui

PERUSAHAAR UNUNKERITTA AP

/ //mw \IL 7 ZARNIL
Duehan Clperas e

\
KOYNSOISTEIN

U JAsSA l(:\llz\l”z'\{[‘ifl(.‘il:—l((‘)) I /t’"\l(:\[l'r\IU/\ PUITHR A !
(g,(‘ {lj(l)l"\ ‘/\GT- )y
o ; fy
N o=

Lo =5

= . ?-f;“ }‘-’ 3 !
FESUHAIMI PULUNGAN f\g&ﬁi A ADNY ANA Dl | Ay ST NN

Dicktuy Operasi Duektar Operas
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Jari
{epada
—amp.
Pt?l‘ihill

PT Jasa Rah_érja (Persera)

Cabang Jawa Timur

: Samsat PASURBAN ............................................... NO; o m AS/OEO,’VIII/ZOOO
: Cabang / Pwk ... MALANG............ccooovviiiii ‘

.. Spte Tsbe dibawah
: Pengantar Berkas

Terlampir bersama ini kami teruskan berkas pengajyag.se an atas nama korban
MARI&PW&(LWJ-M) kecelakaan tanggal P%&ﬂi% terdiri dari :
Surat Pengajuan Santunan

Formulir Model K yang telah diisi lengkap

Laporan Polisi dan Sket Gambar Kecelakaan ~(Telegr an)

Keterangan Rumah Sakit

Kwitansi Asli biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari apotik dan copy resep)
Keterangan Ahli waris

Keterangan Cacat Tetap

: Laporan Hasil Survey

erlu kami sampaikan bahwa Korban : & terjamin O tidak terjamin

UU No. 33 1964 O UU No. 34 tahun 1964

OooOoBl =@

s bl ey B IS 8 Bl
O

Mohon diproses lebih lanjut

4

Catatan :

Berkas pengajuan dalam penelitian
Agar dilimpahkan ke Perwakilan Jeuwber
karena’ domisili korban berada di Desa
Rogojampi Utara RT,03/III Jember

11 Agustus 2000

= Sam_sat Pasuraan
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L LI Tk

KARTU TAKDA PENDUDUK !
WARGA NEGARA INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUWANGI

Smlambaet lambatnya dalan wakiy 14 (smpat belas) harl sajsk masa berlakunys
hatws, pandiiduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali per \,l
W 2 mohonan untuk mamperolon Kamo Tanda Penduduk vang hary  Peisnggaian I
yi = teshadan peratuoan ini diancam dengan pidans kurungan/ denda

' 0059281

_g; a

B" ETanda langairiian atau cap lempol pemegang K TP
i i

@

¥

doenar K.1.P R ) T e Rl D T ‘ 14

sy fyama leagkap FMARTA ULFA S.8d i
mlknis kelamin —c WANT TR ‘ Gﬂlmgﬂ" darah:" (] Ji
mpauu;l lahir = BANYUWANGT, 07 SEP 1968 H
J,_ awind tidak kawin: K £Yp T Agama s T 31 M I
. l terjaan i !
Filamat s DEN, ROGUIAMPI UTARA ;
" T OF I T { Banyuwangi, ‘24 SEP 1998 E"'
M kalyrahan/Desa HE (}{ IR A n. Bupali KDH Tk. 1l Banyuwangi ,:,
g pcamatan ‘Jtﬁuﬂtlt; .T? Camal, E
T ( ;m 2 e — mnaﬂ_ro.s“ J
%i 07- SEF 20t Nr. | Fonatd E
Wi 010 Uss G4
B LY. R y
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PT JASA RAHAR]A (Perserq)) i/ [ R
v"' Melindungi dan Melayani Anda \_l

l Formulir Model K E_J

KETERANGAN KECELAKAA NUMPANG UMUM
(Diisi oleh Petug j 1 ui oleh Pejabat Kepolisian atay Instansi Berwenang lainnya)

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi bcrwcnang : . WIE
Nomor dan Tap al  : 13 Juli 2000 Jam _: 10,00
Periha] % . Pengajuan Dang Santunan celakaan Penumpang Keretga Api 3 MART,

Dikeluarkan / diterbitkan oleh ; '

..............................................................

..............................................................................

[] Bus

[JKendaraan Bermotor Roda 3.

}Erj Kereta Apj L] Kapal O Pesawat Udara ' l /
omor Polisi/Reg : KA.93 Thn. Pembuatan - b
Warna Plat No. po : UKuning [JHita p

Nomor STNK -
Pengesahan terakhir STNK -

a k@ L~ Mo -2

Kendaraan Bermotor

[] Ambulance, Pemadam Kebakar
[J Alat Berag (Traktor, zer,

[J Bus, Mikro Bus dan Mob;
J Truck, Mobil Tangki, Mobil Gangde
[] Kereta Api [J Kapal
Nomor Poljs; : ; Thn. Pembuatap -

Warna Plat No. pg] - Al Kuning (] Hitam [J Merah (] ABRI [ eecn
Nomor STNK . Masa berlaky !

Pengesahan terakhir STNK .

Nama Pemilik 3

Aalamat Pemilik

Nama Pengemudi : Nomor SIM

Tanggal SIM J

Alamat Pengemudi
" [ Menabrak

(] Pejalan kakj O Sepeda,Becak,Dokar/Bendi [ Kecelakaan sendiri []Lainnya ........... j
___—_—_—__—_‘_————___ e ——— o ——— —
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.. Indentitas Alat

Angkutan Umum

Nama Armada Kerefn_ H‘]n Jumlah Seat

Nama Pemilik it . Kereda ﬁ‘f»—; @ Puw Qlwy % Je.mG-L-;\

Alamat Pemilik : \,( . Dahliz wo.a \]W@U‘ .

Trayek Alat Angkutan Umum :

Kend. Bermotor Umum l [] Antara Kota Antar Propinsi (] Antara Kota Dalam Propinsi

[] Dalam Kota [Pariwisata []Taksi []Rental Car

Kapal : [J Kapal Laut [(OKapal Ferry / Penyeberangan
, [J Kapal Pelayaran Rakyat

Kereta Api- : [ Kereta Api Ekonomi ; chrcta Api Utama

3. Pelunasan Iurari Wajib _
Tanda pelunasan TW  : [] Lunas ' " []Belum Lunas

Nomor dan tanggal Resi:

4. Korbapkorban ye@fm

No.|/ Nama | L/P | Umur Alamat Mati | Lb | Lr
| Han;/ulfa i 32 Dg. ﬂﬁﬂam v U fare
‘ Y 03, . 0> - A

e . RS

7
K l.,
—

Catatan :

Dalam hal jumlah korban cukup banyak, daftar nama korban dapat dibuat l.ampiran

Dengan mengingat sumpah iabatan Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

1 TR I =R o, | tanggal........... ”7 ..... JU[: ...... A000 .
P Mengetahui ; . |
v T an dan cap Pejabat/Instansi Tanda,tangan Pejabat

v ;"\L “H o T Jembn
y & o/; _j
\v&\;? A \g/.' ‘o
i ;N:rma'ﬁan Jabatan ‘CM\QO ........ o )

[Jberikan tanda VV/

- iy
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o]

PP, KA (PERSLRO)
POLISI KHUSUS KERLTA aPI
DAKRAH OPERASI 9 JEMBER

POS_STASIUN PAOBOLINGGO

Laporan-Polisi.

em-Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas Juli tahun 2000 saya

e —— U TP P 0 Y T

pangkat Pengatur Perusahaan/Keamanan, Jabatan Ass Security Polsus-
ka Dasrah Operasi 9 Jember, yang ditugaskan gementara di Pos Sta -
giun Probolinggo, sesuai surat perintah Kapas Polsuska Daop 9 Jem~-
ber, no, D.lX/Am/066/Vl/2000. t2l 28 Juni 2000, melaporken sebagal
berikuti=w—————— - - - e -
- ———-Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saya sedang nen jalanka
tugas wengawad Ka 93 ( Mutiara Timur )Surabaya/Banyuwangi, sekira
jam 09,309 Ka tersebut dilempar batu dari arah selatan(sebelah kan.
antara Stasiun Bangil/Pasuruan di Kereta K 2 78535, tempat duduk n
11 Cd, mengenai seorang wanita Nama: laria Ulfa, Umur ¢ %2 tahun .
Alamat: Rt 3 Rw 111 Rogojampi Utara/ Banyuwangi, korban luka di Ba
galan kepala memer, dan saya serahkan ke P P K A Stasiun Pasuruan

w———=Susunan Rengkaiani Lok BB 30143, K 2 806543 . 785%5, 82544,

86544, T85%4., 81528, Kmp 2 86501/ K 1 86514, ©4502:i--- —-— -
-----Adapun petugas yang bersangkuten lalahi- o
Mas: Sugiman, Jre Bendot kedudukan Depo Lok Jember: —
Aot Sugiyono, Plrm Quma'an kedudukan Dipo Kereta Banyuwangls —=-==-

Kps Agus S Kedudukan Stasiun Surabaya Kotai==w=====-

~——-Demikian laporan ini saya buat dengan scbenarnya, ditutup dar
ditanda~-tangani dis S— i

-

ﬂffﬂ?ﬁiyggolinggo 15 Juli 2000,

’
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